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TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
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Meugingat

Menctapken
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AGUNG NUGRAHA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN PEMALANCG

balws herdasarkan surat permohonan dari Keta Pusat Kegiatan Belajar Masyorakat
Agung NugrahaDesa Bojimgnangka Kecamatan Pematang tanggal 6 Juni 2016 Nomor
348/01 VPKRAMIVI2016 peribal Proposal Perpanjangan 1zin Pusal Kepiatan Belajar
Masvarakar Apung Nugraha Kecumawn Pemalang ‘Tahu 2016 heseria lumpirau —
{ampirunnya;

buhwa berdasarkan pasal 12 avat (2} Peraturun Menteri Pendidikan dan Kebudayuan
Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan
Nonformal buhwa permehonan izin pendirian baru atau perpanjangan izin pendirian
berpedoman pada Peruturun Menteri ini;

hanhwa herdasarkan pertinibangsn sebugaimana dimaksud buruf a dan b, maka periu
menelapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Pemalang tentang Perpanjangan lzin Pusal Kegiatan Belajar MasyarakatAgung
Nugraha

. Undang-undang Nomor |3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Dacrah-duerah Kabupaten

dadam 1.ingkungan Propmsi Jawa 1 cngah:

. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 wentang  Penclapan Mulai Berlakunya

Undang-undang Namar 13 Tahun 1950;
ETndang — undanyg Nomoe 20 Tahun 2003 teakmg Sisiem Pendidikan Nasivnal;

. Peraturan Pemerintah No 19 Fuhun 2005 temtang Standar Nasionzl Pendidikan;
. Perstutan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentung Wajib Betagar Pendidikan Dasar,
. Peramran Pemenntah Nomor 17 Falum 2010 tentang Pengelolasm dan Penyclenggaman

Pendidikem: :

. Pernluran Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 wemtung Stroktur

Oreanisasi dan tata Kerju Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal
dan In Kormal:

. Persturan Menteri Pendidiken Nasional Nomor 49 Tabus 2007 {entung Standar

Pengelofaan Pendidikan oleh Savsan Pendidikun Non Formal,

. Peraturan Menteri Pendidikan Dun Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun

2013 rentang Pendirian Safuan Pendidikan Non Formal.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSANKEPALA 1INAS PENDIDIKAN., PEMUDA DAN OLAH RAGA
TENTANG PHERPANJANGAN 1ZIN PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR
MASYARAKAT AGUNG NUGRAHA.
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Pusat Kegiatan Relajar Masysrzkat mi menyelénpgarakan kegiatan operasionalnys secara
aktif,

Pengelola ! Penangpungjawat PKBEM, berkewajiban :

a. Mengelola f ncnyclenggarakan keginfan sesvai dengan perataran perundang - undongim
yang herlaku;

L. Mengelola 7 menyclenggarakan Pembelujaran sésuai dengan acuan ! kurikulum
pemhclajaran;

¢. Melukuknn monitoring keselumahan kegiatam yang dilaksanakan beserma manajemen
kelembagaannya:

d, Melakukam cvalussi wrhadap kegiatan yang discicnggarakannya:

c. Membunt lupotan awal, perkembangan dan akhir.

1engan herlakunya kepulusan jul maka kepitosan mengenai Perpenjangan Tjin Pusal
Kegiatnn Belujur Masyarahat Aguag Nugraha yang sudoh ada sebelwn ditetapkannya
keputusan ini dinyatakan tidak berluku.

Kepulusan ini mulai berlala pada tanggal ditctapkan.

Ditetapkan di : Pemalang
Pada tanpggal : 1 Agustus 2016

KE.PAL.\ DINAS PENDIDMN PEMUDA DAN

Atamat : Jaian Merbabu No 2 Tclp { 0284 ) 321080 Pemalung



